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ABSTRAK
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA
SUKOHARUM KECAMATAN ADILUWIH
KABUPATEN PRINGSEWU

Oleh :
Nur Hamid

Desa merupakan pusat dari kegiatan perekonomian bangsa. Oleh sebab
itu, pemberdayaan di mulai dari tahap bawah yaitu desa. Pemerintah saaat ini
mulai mengedepankan pembangunan desa dengan memberikan dana desa
yang cukup besar guna untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal
tersebut sudah masuk dalam UU yang khusus mengatur pembangunan Desa.
Desa memiliki potensi yang sangat baik untuk kesejahteraan bangsa, sehingga
hal tersebut perlu di mobilisasi agar potensi yang dimiliki dapat di rasakan
manfaatnya bagi seluruh masyarakat. Hadirnya BUMDes merupakan
implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dalam upaya meningkatkan
pendapatan masyarakat melalui mobilisasi potensi desa yang dibentuk
langsung sesuai dengan inisiatif masyarakat. Sehubungan hal di atas,
permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana proses
pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes di Desa Sukoharum
Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan ekonomi masyarakat
melalui_ BUMDes di Desa Sukoharum Kecamatan Adiluwih Kabupaten
Pringsewu yang di lalui dengan beberapa tahap yaitu Tahap penyadaran, Tahap
pengembngan kapasitas /ktrampilan,Tehap penguatan modal usaha,thap
produksi,Fasilitasi pemasaran,

Penelitian..ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif
yaitu menggambarkan beberapa penemuan data yang dirumuskan dalam
bentuk kata-kata Penulisssmengambil data sampel dengans.menggunakan
purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang penulis berikan maka sampel
berjumlah 10 orang. Alat yang digunakan penulis Untuk mengumpulkan data
adalah hasil dokumentasi, observasi, dan wawancara Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan BUMDes dalam upaya
mengembangkan ekonomi masyarakat dilakukan melalui di buka beberapa
unit usaha yang jug merupakan sebuah kebutuhan mutlak masyarakat, yaitu
pengelolaan pasar, pengelolaan unit usaha produktif rumah tangga dan unit
jasa lainnya. Beberapa unit tersebut membuka kesempatan masyarakat untuk
mendapat pekerjaan baru

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa dengan adanya upaya
BUMDes dalam meberdayaakan masyarakat Sukoharum diharapkan mampu
menjadi strategi yang efektif dalam memobilisasi potensi yang dimiliki desa
dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan
adanya BUMDes menjadi sebagai upaya untuk mengalokasikan dana yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
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“Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum
sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka
sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap
sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-
kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”( Qs. Ar-Raad:11)
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul
skripsi ini, maka penulis perlu menguraikan arti yang terdapat
dalam judul skripsi, yaitu : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Melalui Bumdes di Desa Sukoharum Kecamatan Adiluwih
Kabupaten Pringsewu”

Pemberdayaan adalah mengembangkan diri dari keadaan
tidak berdaya menjadi berdaya, guna mencapai kehidupan yang
lebih baik. Pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana
individu , kelompok ataupun komunitas, berusaha mengontrol
kehidupan mereka sendiri dengan keinginan  mereka.
Pemberdayaan jugak dapat diartikan sebagai suatu proses yang
relatif terus berjalan untuk meningkatkan kepada perubahan.*

Pemberdayaan adalah suatu aktifitas refleksi, suatu proses
yng mampu diinisiasikan dan dipertahankan hanya oleh agen atau
sobjek yang mencari kekuatan atau penetuan diri (self-
determiaton). Sementara proses lainya hanya dengan memberikan
iklim, hubungan, sumber-sumber dan alat —alat prosedur yang
melaluinya masyarakat dapat meningkatkan kehidupan.?

Pengertian. yang  lebih luas, pemberdayaan .memiliki
pengertian  terperolehnya kekuatan -~ dan _akses terhadap
sumberdaya manusia agar mampu mencari‘nafkah. Selain itujugak
memiliki  pengertian mampu menjangkau sumber-sumber
produktif guna meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang
dan jasa yang mereka perlukan.®

Dari pengertian di atas pemberdayaan yang penulis
maksudkan dalam penelitian ini adalah suatu upaya untuk

! Edi Soeharto, Menejemen Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung;

PT. Refika Aditama, 2005), Cet ke-1, h. 66.

2 Hikmah Harry, Setrategi Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung:

Humaniora, 2006), h.10

8.

3 Edi Soeharto, Op.Cit, h,5



mengembangkan segala potensi terkandung dalam masyarakat
untuk meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau mayarakat
sehingga mampu berdaya,yang dilakukan oleh suatu lembaga
dengan tujuan untuk mendorong masyarakat untuk memiliki
keterampilan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi
dan meningkatkan kemandirian.

Secara etimologi, ekonomi berasal dari bahasa yunani
“oikonomia” yang terdiri dari kata “oikos” yang berarti rumah
tangga dan ‘“nomos” yang berarti aturan. Kata “oikonomia”
mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan
hidup rumah tangga.* Henri faisal juga mendefinisikan bahwa
ekonomi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan hidup.” Maka ekonomi dalam penelitian ini merupakan
kegiatan peningkatan taraf hidup untuk mencapai kesejahteraan
dan mencukupi kebutuhan hidup secara materi.

Masyarkat; Secara etimologi didefinisikan sebagai sejumlah
manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait oleh sesuatu
kebutuhan yang mereka anggap sama’.sedangkan secara
terminologi atu istilah masyarakat diartikan sebagai berikut:

a. R. Lipton : setiap kelompok manusia.yang telah
lama.cukup<lama hidup dan bekerja sama, sehingga
mereka dapat mengorganisasikan dirinya, berfikir
tentang dirinya dalam.satu kesatuan sosial dalam
batas-batas tertentu.

b. “Selo Soemarjan«:"orang-orang yang hidup bersama
dan menghasilkan budaya.

c. Parsudi Suparlan : satu kehidupan sosial manusia
yang menempati suwatu wilayah tertentu.

d. Gilin and Gilin : suatu kelompok manusia yang
memiliki kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan
persatuan yang diikat oleh persamaan agama.

*. Ismail Nawawi, Ekonomi Islam, (Surabaya : CV. Putra Media Nusantara,
2009),h. 2 3 Henry Faisal, Ekonomi Media, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010), h. 2

5, Henry Faisal, Ekonomi Media, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010), h. 2

® Ahmad Karim, Sistem, Prinsip, dan tujuan, Ekonomi Islam. ( Bandung;
Pustaka Setia, 1999), h.10



Elly Irawan istilah masyarakat dalam konteks pembangunan
masyarakat adalah kelompok orang-orang yang bertempat tinggal di
suatu daerah geografis tertentu dimana satu sama lainya saling
berinteraksi untuk mencapai tujuan hidup.’

Pengembangan ekonomi adalah suatu usah bersama dan
terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam
bidang ekonomi dan mendayagunakan kemampuan life skil
(keahlian hidup) yang dimiliki oleh masyarakat.®

Berdasarkan pengertian diatas, maka pemberdayaan
ekonomi masyarakat adalah upaya peningkatan pendapatan
masyarakat kearah yang lebih maju dengan cara meningatkan skil
masarakat itu sendiri selama priode tertentu. Atau dengan arti lain
pengembangan ekonomi masyarakat adalah upaya peningkatan
kondisi pendapatan masyarakat kearah yang lebih maju sesuaia
dengan kemampun dan potensi yang dimiliki masyarakat itu
sendiri.

Sedangkan BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekeayaan
desa yang dipisahkan guna ‘mengelola aset, jasa pelayanan, dan
usaha lainya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
desa.?

Jadi dari penegasan judul diatas, penulis menyimpulkan
bahwa yang dimaksud«dengan upaya pemberdayaan ekonomi
melaui Badan Usaha Milik:Desa (BUBDegs) Desa Sukoharum
Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu adalah usaha yang
dilakukan oleh BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui pendekatan pengembangan skil/kemampuan
yang dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan juga

" Selo Soemarjan, Pengantr sosiologi Umum, (Jakarta; 2002), cet. Ke-IX,
h.78

8, Edi Sueharto, Metodologi Pengembangan Masyarakat : Jurnal Comdev, (
Jakarta : BEMJ,PMI, 2004), h.3

® . Admiko Koprasi. Net Oct 23, 2016, terdapat di
http://www.koprasi.net/2018/10/bumdes dan koprasi-desa.htm, di akses pada tanggal
11 September 2019


http://www.koprasi.net/2018/10/bumdes%20dan%20koprasi-desa.htm

keterampilan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan
ekonomi.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul tersebut
adalah sebagai berikut :

1. Badan Usaha Milik Desa yang berfungsi memberdayaan
ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik desa.
BUMDes merupakan upaya untuk meningkatkan
kemnadirian masyarakat guna meningkatkan kualitas
sumberdaya manusia. Oleh karena itu, dalam mencapai
sumberdaya manusia yang berkualitas perlu adanya
peningkatan serta inovasi yang bisa meningkatkn kualitas
SDM manusia, dan khususnya dapat hidup mandiri serta
dapat berpotensi meningkatkan taraf hidup menjadi lebih
bai lagi.

2. BUBDes merupakan salah satu strategi pemerintah untuk
memperkecil angka kemiskinan masyarakat desa.
Keberadaan BUMDes di Desa Sukoharum Kkecamatan
Adiluwih kabupaten. Pringsewu dapat meningkatkan
kegiatan ekonomi masyrakat yang lebih baik, dengan
memberi peluang kepada masyarakat-untuk berkembang
dan berdaya sesuai dengan kemampuan melalui
mobilisasi sumber.daya danpotensi desa lainya.

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang kaya raya dan subur.
Kekayaan alam dan
laut melimpah ruah dari Sabang sampai Merauke. Dengan
kekayaan yang dimiliki
tersebut mampu mencukupi kebutuhan seluruh warga masyarakat.
Setiap wilayah
atau desa memiliki potensi yang berbeda-beda, dimana potensi
tersebut dimanfaatkan masyarakat desa untuk meningkatkan taraf
perekonomian keluarga.



Pembangunan nasional adalah suatu usaha yang dilakukan untuk
meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan
negara. Adapun tujuan dari pembangunan adalah untuk
membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan.
Sebagian besar peroduk bangsa indonesia sendiri hidup dikawasan
pedesaan. Oleh karena itu, titik sentral pembangunan adalah
daerah pedesaan. Desa menurut Widjaya adala sebagai kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak
asal-usul yang bersifat istiwa.™

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sebenarnya sudah
semenjak lama dijalankan oleh pemerintah dengan hasil yang
relatif memuaskan sebagaimana diinginkan bersama, namun
tingkat keberhasilannya belum secara optimal tercapai. Salah satu
faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu
besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi
masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin
ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan
ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada
ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan
semangat kemandirian. Menurut Sumpeno, strategi pembangunan
desa merupakan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh
seluruh perangkat organisasi,” yang - berisi  program untuk
mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan™*:

Beberapa strategi- yang secara umum diimplementasikan
dalam membangun'kemandirian desa antaradain:
(1) Membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil
di desa yang
kritis dan dinamis, (2) Memperkuat kapasitas pemerintahan dan
interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaran
pemerintahan desa,
(3) Membangun sistem perencanaan dan penyelenggaraan desa
yang responsif dan partisipatif, dan (4) Membangun kelembagaan

0 H. AW. Widjaya, Otonomi Desa (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2003), h. 3

11 Wahjudin Sumpeno, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(Aceh: The World Bank, 2011), h. 8



ekonomi lokal yang mandiri dan produktif.'> Akan tetapi pada
kenyataannya, pembangunan pedesaan dirasa masih kurang
sehingga masih banyak pedesaan yang tertinggal. Padahal telah
banyak cara yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk
mengentaskan masalah ketertinggalan desa tersebut, seperti
meningkatkan anggaran untuk pembangunan desa dari tahun ke
tahun agar mampu mengurangi jumlah desa yang tertinggal, dan
beberapa program lainnya.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi
desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat
dengan  lahirnya  kebijakan-kebijakan  terkait  dengan
pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun
dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Tahun 2015
merupakan tahun pertama dilaksanakannya UU No.6 Tahun2014
Tentang desa, yang merupakan bagian dari ikhtiar mencapai
keberdayaan negara dan bangsa Indonesia dari kemandirian
desadesanya. Adapun untuk mewujudkan desa yang mandiri
diperlukan  adanya strategi pembangunan. Diberlakukannya
Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa maka menjadi
peluang yang sangat besar bagi setiap desa yang ada.di-Indonesia
untuk bisa mengembangkan. setiap potensi yang dimilikinya
secara mandiri sesuai- kebutuhan masing-masing dalam" rangka
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. SepertiKementerian
Negara .Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang telah
melakukan “wperubahan  paradigma “pembangunan daerah
tertinggal yang sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi
berbasis pada pedesaan (Based on village). Sehubungan dengan
itu, skala prioritas yang dilakukan KPDT bagi pembangunan
daerah  berbasis pedesaan antara lain mencakup: (1)
Pengembangan kelembagaan; (2) Pemberdayaan masyarakat; (3)
Pengembangan ekonomi lokal, dan (4) Pembangunan sarana dan
prasarana. Skala prioritas tersebut diharapkan mampu
menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan

12 Borni Kurniawan, Desa Mandiri, Desa Membangun (Jakarta:

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik
Indonesia, 2015), 27



dengan didirikannya lembaga ekonomi desa, salah satunya
adalah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa™®

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu
lembaga perekonomian desa yang sepenuhnya dikelola oleh
masyarakat. Sebagai salah satu program  andalan  dalam
meningkatkan  kemandirian dan kreativitas masyarakatnya,
maka BUMDes perlu didirikan. BUMDes menurut Pasal 1
Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diartikan
sebagai badan wusaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna
mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes sebelumnya
telah diamanatkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagai kerangka dasar otonomi daerah
yang mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan
pembangunan dari bawah Bottom- up planning) dan PP No. 72
Tahun 2005 tentang Desa. Sebagai salah satu lembaga
ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki
perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini
dimaksudkan agar keberadaan.dan kinerja BUMDes mampu
memberikan kontribusi- yang signifikan terhadap peningkatan
kesejahteraan warga desa.™

Salah satu desa yang telah mendirikan BUMDes adalah Desa
Sukoharum yangberadadi. Kecamatan..~Adiluih-*Kabupaten
Pringsewu.  Keberhasilan™ pengelolaan™ BUMDes dalam
pengelolaan potensi Desa menjadikan Desa Sukoharum sebagai
desa teladan. keberhasilan yang dacapai BUMdes sukahrum selain
dalam proses peningkatan kemandirian masyarakatnya adalah
pendistribusian  hasil  keratifitas masarakatnya  sehingga

3 Kementrian Negara, “Perubahan Paradigma Pembangunan Daerah
Tertinggal” terdapat di http://www.kemenegpdt.go.id/ , diakses pada tanggal 12
oktobe 2019)

14 Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem
Pembangunan (PKDSP), Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) (Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007), h 4.



masyarakat tidak lagi bingung dalam pemasaran hasil masyarakat
ke konsumen. Adapun salah satu cara yang digunakan BUMdes
sukoharum dalam meningkatkan pengenalan produk/hasil dari
anggota bumdes pihak BUMdes mengadakan sebuah Pasar
Tempel yang ada setiap hari rabu dan even yang di sebut pasar
Pampringan sehingga banyak warga dari luar desa yang ikut
memeriahkan acara tersebut. Selain itu Desa Sukoharum
merupakan daerah transmigran yang mampu menjadi bagian
penting dari usaha kolektif provinsi Lampung untuk meraih
kemajuan. Dalam kasus ini, pendirian BUMDes Sukoharum
termasuk ke dalam perencanaan pembangunan dari bawah
(Bottom-Up Planning), hal ini karena BUMDes Sukoharum
tidak lagi didirikan atas dasar instruksi dari pemerintah,
melainkan berdasarkan atas inisiatif dari salah satu warga desa ,
ingin mengembangkan usaha-usaha lainnya yang bermanfaat bagi
warga desanya. Berdasarkan usulan warga tersebut kemudian
perwakilan masyarakat bersama Kepala Desa dan Pemerintah
Desa mengadakan Musyawarah Desa bersama dengan organisasi
masyarakat , dan tokoh masyarakat terkait perencanaan pendirian
program desa_tersebut. Dari musyawarah tersebut..kemudian
didapatkan  kesepakatan® berupa dicanangkannya = program
BUMDes yang sesuai-dengan PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 78.
Pemerintah desa kemudian mengadakan sosialisasi kepada warga
desa tentang pendirian BUMDes. Sebagian besar warga merespon
dengan antusias tentang pendirian BUMDes tersebut. Hal ini juga
karena faktor kondisi perekonomian warga yang sebagian rendah,
sehingga warga kemudian berinisiatif untuk  mengembangkan
usaha bersama melalui suatu lembaga desa guna mengatasi
kesulitan yang dialami para warganya.*

BUMDes Sukoharum mulai di rencanakan pada ahir tahun
2015 kemudian mulai rsmi berdiri pada tanggal 6 mei 2016 pada
awal berdirinya BUMDes ini belum memiliki usaha yang di
bawah i tetapi seiring berjalanya waktu, pada awal tahun 2017
sudah mulai membuat usaha yang pertama kali dibetuk adalah
pasar di mana pasar tersebut yang akan menjadi pondasi utama

15 Bpak Sanen, wawancara 12 oktober 2019



kelancaran masayarakat sukoharum kuhusnya dalam menjual
daganganya, setelah itu seiring berjalanya waktu barulah muncul
usaha- usaha baru dengan usaha- usaha yang bergerak di
dalamnya seperti , Produksi aneka kue dan pitzza sinkong,
produksi tahu. Adapun sumber modal awal BUMDes berasal dari
anggaran dana desa dan kemudian ada penguatan modal yang
sebagian berasal dari para anggota yang berhasil dalam mengelola
usahanya. Salah satu program BUMDes Sukoharum dalam
peningkatan ekonomi masyarakat yaitu produksi tahu dan kueh-
kueh moderen yang terbuat dari bahan tradisional, dan ada jugak
acara bulanan yang paling terkenal yaitu Pasar pampringan yang
di selegarakan oleh BUMdes untuk mengenal kan produk-produk
atau olahan-olahan masyarakat, selain itu jugak pasar rutinan yang
di adakan desa setiap hari rabu serta pengelolaan pedagang pasar
sehingga dapat menbaha kas BUMDes serta dapat menjadi
perputaran ekonomi desa Sukoharum Menjadi lancar.

Poroduk- poroduk tersebut tidak akan mudah untuk di psaran
tanpa melewati BUMdes, di sinilah peran betpa peting nya
BUMDes karena bumdes meberi fasilitas atau pelyanan penjualan,
dengandanya pasar-pasar tersebut dan dengan relasi orang luar
yang mau menampung hsil-hasil-kerajinan maupun makan yang di
hasilkan para anggota BUMDes ‘sehingga ‘para anggota tidak
kuatir-lagi.tentang penjualan poroduk-produk mereka, kemudian
produksi tahu jugak menjadi salah satu produk unggulan bumdes
karean menjadi«atu-stunya-pabrik di desa«itu yang menjadikan
terpenuhinya keprluan tahu“di pasar desa.“terlebih lagi sekarang
BUMDes sukoharum telah memiliki wisata alam meskipun masih
dalam tahap pengebangan. Sehingga olahan jajanan produk-
produk desa bisa di pasarkan di situ sehingga banyak di kethui
banyak orang.

Dari penjelasan beberapa anggota BUMDes yang aktif dalam
keanggotaan, kemajuan ekonomi yang dirasakan cukup
meningkat, dikarenakan mereka tidak perlu meminjam modal
kepihak bank utuk bisa mendirikan usaha, selain itu mereka jugak
diberikan pelatian dan penigkatan skilil usaha yang di tekuni
.sehingga  keberhasilan cukup tinngi yang mengakibatkan
ekonomi mereka meningkat.
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Berdasarkan keunikan diatas, penulis tertarik untuk menggali

lebih dalam lagi pembahasan skripsi penulis tentang proses
pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes serta
menggali seberapa besar partisipasi masyarakat dalam proses
pengembangan ekonomi masyarakat tersebut.

D. Rumusan Maslah

Berdasarkan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah :

Bagaimana proses pemberdayaan ekonomi masyarakat
melalui BUMDes di Desa Sukoharum kecamatan Adiluwih
Pringsewu ?

E. Tujuan

Untuk mengetahui upaya pemberdayaan ekonomi melalui
BUMDes di Desa Sukoharum kecamatan Adiluwih Pringsewu

F. Manfaat Penelitian

1. Pada tataran teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi

masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya ..dalam hal
pengembangan ekonomi masyarakat melalui Kketerlibatan
masyarakat dalam ‘pengelolaan sumberdaya lokal yang dimiliki
desa .. Serta dapat menjadi referensi dalam hal keilmuan
pengembangan ekonomi masyarakat.

2. Secara praktis penelitian ini-diharapkan dapat memberi masukan

kepada masyarakat Desa Sukoharum agar lebih partisipatif
dalam mengembangkan dan mengelola potensi Desa guna
meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

G. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan memperoleh

hasil data dan
informasi yang valid, maka dalam tulisan ini penulis akan
menguraikan metode penelitian yang dipergunakan.
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1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu
proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada
metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial.’® Secara
terminologis, penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor
merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang orang dan pelaku
yang dapat diamati.’’ Salah satu ciri utama penelitian kualitatif
adalah manusia sangat berperandalam keseluruhan proses
penelitian, termasuk dalam pengumpulan data, bahkan peneliti itu
sendirilah instrumennya.*®

Berdasarkan ~ pengertian  di  atas, maka  dalam
mengidentifikasikan permasalahan yang terkait dengan aktivitas
pengembangan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh
BUMDes.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang
dilakukan dengan membuat dekripsi atau/lukisan secara sistematis,
faktual dan akurat mengenai‘fakta-fakta, “sifat-sifat serta _hubungan
antara fenomena yang diselidiki.™

Menurut  lrawan “Suehartono, penelitian®™ yang bersifat
deskriptif ialah penelitian yang-menggambarkan karakteristik suatu
masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu.”

Penelitian dekskriptif ini ditunjang oleh teknik pengumpulan
data antara lain survey literatur dan pengalaman. Survei literature

6 Noor Juliansyah dan Ahmadi, Metode Penelitian : Skripsi, Tesis,

Desertasi, dan Karya lImiah, ( Jakarta : Kencana, 2013), h. 34

17 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2013), h. 4.

18 Ibid. h. 241

® Ibid. h. 3.

2 Jrawan Suehartono, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian
Bidang Kesejahteraan Sosial dan llmu Sosial Lainnya, (Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya, 1995), Cet. 1, h. 35
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dilakukan untuk memperoleh sumber data primer yakni dari buku teks
dan data sekunder antara lain dari artikel jurnal, media cetak dan
internet.
c. Partisipan penelitian
1) Partisipan

Partisipan atau subjek penelitian merupakan suatu
yang sangat penting dan menentukan di dalam penelitian,
oleh karena itu partisipan harus ditentukan terlebih dahulu
di dalam penelitian sebelum peneliti mengumpulkan
data.?“pengambilan sampel merupakan suatu proses
pemilihan dan penentuan jenis sampel dan perhitungan
besarnya sampel yang akan menjadi subjek atau objek
penelitian”. Teknik pengambilan sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling, yaitu
pengambilan sampel secara sengaja. “Purposive sampling
adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan
pertimbangan tertentu”. Dalam sampling Purposif,
peneliti secara sengaja memilih individu dan tempat untuk
mempelajari atau memahami fenomena sentral. Standar
yang digunakan dalam memilih partisipan dan tempat
adalah apakah mereka kaya informasi.?

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan
merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan
karakteristik populasi jugadimiliki oleh sampel.?®

Secara teknis dalam penarikan sampel, teknik yang
digunakan purposive sampling yaitu teknik pengambilan
sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.
Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut
yang dianggap paling tahu tentang apa yang Kkita
harapkan, atau mungkin

! Sykmadinata, Metode Penelitian, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,
2007), h. 252

22 gugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods), (Bandung,
Alfabeta CV, 2018),
h. 95-96

2 Sedarmayanti, Hidayat Syarifudin, Op. Cit. h. 124
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dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti
menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.**

Penulis menentukan sendiri sampel yang diambil
karena ada pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut
didasarkan pada, (1) partisipan yang memiliki informasi
yang akurat dengan data yang dibutuhkan dalam
penelitian ini; (2) partisipan yang memiliki waktu yang
cukup dalam memberikan informasi, sehingga informasi
yang dibutuhkan bisa digali lebih mendalam, (3)
partisipan yang dapat mewakili dari sample penelitian.
Sampel ditentukan oleh peneliti pada saat mulai
memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung

Penulis akan mmemilih sumber data berdasarkan
kreteria yang di tentukan dengan rincian sebagai berikut:

Team pemberdaya daripihak desa maupun dari luar yang
melaksanakan program BUMDes dalam pemberdayaan
ekonomi masyarakat
Pengurus BUMDes yang mengerti dan faham program
pelaksanaan program BUMDes dalam mengembangkan
ekonomi masyarakat, yang tergabung sejak awal pendirian
BUMDes, serta aktif dalampelaksanaan program BUMDes
Anggota BUMDes + yang aktif ‘dalam segala kegiatan
Pemberdayaan BUMDes
Anggota BUMDes yang mengikuti program minimal 2 tahun
Anggota BUMDes yang.sudah memiliki‘usaha dansberjalan
Berdasarkan kreteria tersebut,“yang menjadi sampel
dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri darai,
aparat desa berjumlah 2 orang, yaitu kepala desa dan
penasehat desa. pengurus BUMDes berjumlah 3 orang yaitu
ketua,bendahara dan pembina, dan 5 orang masyarakat yang
menjadi anggota BUMDes, sehingga yang menjadi total
keseluruhan sampel berjumlah 10 orang.
2) Metode pengumpilan data

2 1bid.h. 301
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Untuk memudahkan dalam pengambilan data
lapangan, penulis menggunakn metode pengumpulan
data sebagai berikut :

a. Metode Interview (wawancara)

Interview atau wawancara merupakan
percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
atas topik tertentu. Metode interview mencangkup
cara yang dipergunakan kalau seseorang, untuk tujuan
suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan
keterangan atau pendirian secara lisan dengan seorang
responden, dengan bercakap-cakap berhadap muka
dengan orang tersebut.?

Penulis menggunakan teknik interview
dengan jenis interviw bebas terpimpin yang
merupakan kombinasi antara interview bebas dan
terpimpin. Dalam melaksanakan interview,
pewawancara ~ menggunakan  pedoman  yang
merupakan garis besar terkait hal-hal yang akan
ditanyakan. Selanjutnaya, cara bagaimana
pertanyaanya itu diajukan dan teknis..wawancara
diserahkan kepda kebijaksanaan pewawancara.?®

Teknik® “ini -~ digunakan karema penulis
mengharapkan data yang dibutuhkan akan dapat
diperoleh secara langsung sehingga kebenaranya tidak
akan diragukan.lagi. ~Penulis mempersiapkan
pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang bisa
diteliti dan juga yang diinterview tidak merasa leleah
diambil datanya.

Teknik ini digunakan sebagai metode utama
dalam pengumpulan data. Adapun data - data yang
penulis tanyakan adalah tentang bagaimana cara yang
digunakan pengurus dalam memberdayakan anggota
Badan Usaha Milik desa, serta pengalaman anggota

% Koetjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyrakat ,(Jakarta :PT.
Gramedia Pustaka), h.22

% Kartini Kartono, Pengembangan Metodologi Reseach Cet. II, (Bandung
: Masdar maju,1996), h.128



15

BUMDes sebelum dan sesudah diberikan pelatihan
oleh pihak BUMDes, dan usaha —usaha apa yang di
kelola oleh pihak BUMDes.

Tehnik interview ada timbal balik antar
peneliti dengan responden sehingga informasi yang
dibutuhkan sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

b.  Teknik Observasi

Secara luas opserfasi atau pengamatan berarti
setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran akan
tetapi, opservasi disini diartikan lebih sempit, yaitu
pengamatan  dengan  menggunakan indra
penglihatan yang berarti tidak mengajukan
pertanyan-pertanyan.?’

Adapun observasi yang digunakan adalah
observasi non partisipasi, yaitu peneliti tidak ikut
terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diamati.
Metode ini penulis gunakan untuk menunjang dan
melengkapi data-data. Adapun data yang digali
adalah data aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang
dilakukan pembina, pengurus dan pengelola, serta
seluruh anggota BUMDes, saat penulis melakukan
wawancara < dan kunjungan,khususnya terkait
masalah. Pemberdayaan melalui Badan Usaha Milik
desa, sehingga diharapkan hasil yang didapatkan
adalah objektif.

c.  Teknik dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang
diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis, laporn
dan surat-surat resmi.®® Data yang didapatkan
bersumber dari dokumen tertulis yang resmi sesuai
dengan keperluan penelitian agar data yang
didapatkan valid, kongkrit dan obyektif.

2 Jrawan Soeharto Metode Penelitian Sosial (Bandung : PT. Remaja
Rosadakarya, 2008), h.69

% Husaini Usman dan Purnomo Setiadi akbar. Metode Penelitian sosial.
(Jakrta : Bumi Aksara, 2001), h.73



Kegiatan = dokumentasi  digunakan  untuk
mendapatkan data pendukung dalam melengkapi data-
data terkait masalah penelitian yang penulis lakukan.

Metode dokumentasi diharapkan untuk mencari
hal-hal atau variable-variabel yang berupa catatan,

transkip,buku-buku, surat kabar, majalah, notulen rapat
maupun agenda. Metode ini merupakn metode
pembantu dalam rangka perlengkapan data-data yang
dibituhkan, terutama untuk menginventasir,
mengagendakan serta menelaah data-data yang sudah
ada.??

Karena itu penulis menggunkan dokumen-
dokumen dari pihak Badan Usaha Milik Desa
termasuk didalamnya struktur kepengurusan dan data
pelatian dan sarana dan prasarana, agenda atau jadwal
kegiatan dan lain-lain.

1. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengorganisasikan dan
mengurutkan data ke dalam pola, katagori, dan saruan
uraian dasar sehingga dapat ditemukan..tema, dan
dirumuskan, tema dan hipotesa kerja “seperti = yang
disarankan oleh data. ‘Prinsip utama dalam analisis data
adalah bagi mana menjadikan data ataucinformasi yang
telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan
sekaligus memberikansmakna atau. interprestasi sehingga
informasi tersebut memiliki signifikan  ilmiah atau
teoritis.*® Krena penelitian yang penulis bahas sifatnaya
deskriftif, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran
tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang
tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan
antara dua gejala atau lebih.*! Dalam penelitian ini anlisis
data yang penulis gunakan bersifat deduktif yaitu secara
makro-mikro dengan mengurutkan masalah atau situasi

Bpid,h. 71
% 1bid, hal. 280
3 Irawan Soeharto, Op. Cit, h. 35
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sosial dari yang umum lalu dikerucutkan ke yang lebih
kecil agar mudah dilihat akar permaslahanya seperti apa.
Model ini kegiatan analisis dibagi menjadi 3
tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan.
1) Tahap Reduksi Data
Reduksi data yaitu proses pemilihan data
kasar dan masih mentah yang berlangsung terus
menerus selama penelitian berlangsung melalui
tahapan pembuatan ringkasan, membuat kode,
menelusuri tema, dan menyusun ringkasn.** Tahap
reduksi data yang dilakukan penulis adalah
menyederhanakan data yang diperoleh selama
penggalian data dilapangan yang dilakukan scara
continue yang diorientasikan secar kualitatif. Penulis
melakukan pemilihan dan menelaah secara dalam
keseluruhan data yang dihimpun dilapangan mengenai
pemberdayaan ekonomi melalaui Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes).
2) Tahap Penyajian Data
Penyajian "data dilakukan dengan cara
penyampaian “informasi “berdasarkan data yang
dimiliki~dan disusun secara runtut dan baik dalam
bentuk naratif, sehingga mudah dipahami. Dalam
tahap™ ini._peneliti membuat+rangkuman secara
deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral dalam
penelitian ini yaitu Pemberdayaan ekonomi melalaui
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dan penulis
dapat mengklarifikasi topik maslah, mengkode,
menyajikan data sesuai dengan data lapangan dan
teori yang penulis gunakan.
3) Tahap Verifikasi Data/Penarikan Kesimpulan
Tahap terahir yang terpenting dalam
penelitian ini adalah Verifikasi data/ Penarikan
Simpulan. Verifikasi dta penelitian yaitu menarik

% Irawan Soeharto, Op. Cit, h. 37
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4)

simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari
berbgai sumber, kemudian peneliti mengambil
simpulan yang bersifat sementara sambil mencari
data pendukung atau menolak simpulan. Pada
tahap ini, penelitian melakukan pengkajian
tentang simpulan yang telah diambil dengan data
pembanding teori tertentu. Pengujian ini
dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil
analisis yang melahirkan simpul yang dapat
diprcaya.®
Keabsahan Data

Kredibilitas  penelitian  kualitataif ~ ini
dilakukan melalui triangulasi. Triangualsi adalah
pengecekan data dari berbagi sumber dengan
berbagai cara dan berbagai waktu triangulasi
dilakukan dengan membadingkan dan mengecek
data dan informasi yang telah di peroleh dengan
alat dan waktu yang berbeda. Triangulasi dalam
penelitian ini adalah  triangulasi sumber,
triangulasi sumber dilakukan dengan cara
mengecek infor masi  yang di peroleh melelui
wawancara dengan informan , kemudian data
tersebut di tanyakan kepada informan lain yang
masih terkait satu sama lain. Dalam hal ini
penulis  mengabil “infermasi dari pengurus
BUMDes kemudian membadingkan dengan
anggota bumdes sehingga data yang di peroleh
sama. Keuntungan menggunakan metode
triangulasi ini adalah dapat mempertinggi
validasi, memberi kedalaman hasil penelitian
sebagai pelengkapapabila data dari seumber
pertama masih ada kekurangan. Untuk
memperoleh data yang semakin dipercaya maka
data yang diperoleh dari wawancara juga
dilakukan pengecekan melalui wawancara atau

3 lbid, h. 131
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menanyakan  kepada  responden.  Untuk
membuktikan keabsahan data dalam penelitian
ini, tehnik yang digunakan hanya terbatas pada
tehnik pengamatan lapangan dan trianguasi.**

Lan2s

% lbid, h. 332
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PROSES PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
DAN BUMDES SEBAGAI LEMBAGA EKONOMI
MASYARAKAT

A. Proses Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
1. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif
yang memberi
kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk
mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan
mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk
mengatasi masalah tersebut. Sebagai proses, pemberdayaan
adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau
mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan
atau keunggulan bersaing) kelompk lemah dalam
masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami
masalah kemiskinan.*

Ada tiga tahapan yang dilalui untuk sampai pada
kondisi dimana masyarakat berdaya.untuk mengembangkan
dirinya sendiri, ketiga tahap itu adalah :

1. Tahap penyadaran, yaitu tahap dimana masyarakat diberi
pencerahan dan dorongan untuk menyadari..bahwa
mereka memiliki hak untuk mempunyai_kapasitas dan
menikmati sesuatu yang lebih baik.

2. Tahap pengkapasitasan (capacity building), atau
memampukan (enabling), yaitu tahap dimana masyarakat
diberi pengetahuan , ketrampilan, fasilitas, organisasi,
dan sistem nilai atau aturan main.

3. Tahap pendayaan (empowerment), yaitu tahap dimana
masyarakat diberi kesempatan atau otoritas untuk
menggunakan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan

1 . 3Toto Mardikanto, Poerwowo Soeboto, Pemberdayaan Masyarakat

dalam Perspektif Kebijakan Publik, ( Bandung : Alfabeta, 2013), h. 61
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yang telah mereka miliki untuk mengurus dan
mengembangkan diri mereka sendiri.?

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan
masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh
masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat,
mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta
huruf dan kelompok terabaikan lainnya, dibangun dari
sumber daya lokal, senditif terhadap nilai-nilai budaya
setempat, memperhatikan dampak lingkungan, tidak
menciptakan kebergantungan, berbagai pihak terkait
terlibat, serta berkelanjutan.3

2. Pngertian Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan adalah suatu cara dimana rakyat,

organisasi dan komunitas diarahkan agar mampumenguasai
(atau berkuasa atas) kehidupanya. Menurut Jim |Ife,
pemberdayaan memeuat dua pengertian kunci yaitu kekuasan
dan kelompok lemah. Kekuasan disini diartikan bukan hanya
menyangkut kekuatan politik dalam arti sempit, melainkan
kekuasaan atau penguasaan klien atas :

a.

Pilihan personal «dan kesempaatan hidup " keputusan
dalam membuat keputusan gaya hidup dan pekerjaan.
Pendefinisian kebutuhan ;- kemampuan  menetukan
kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginanya.

Ide vatau gagasan kemampuan.. mengekspresikan dan
menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atu diskusi
secara bebeas tanpa tekanan.

Lembaga-lembaga :kemampuan menjangkau,
menggunakan dan  mempengaruhi  pranata-pranata
masyarakat.

Sumber-sumber, kemampuan memobilisasi sumber-
sumber formal, informasi dan kemasyarakatan.

Kendari :

2 Ayub M. Padangaran, Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat, (
Unhalu Press, 2011), h. 31
*. Ibid, h. 62
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f. Aktifitas ekonomi : kemampuan memanfaatkan dan
mengelolah  mekanisme  produksi, distribusi  dan
pertukaran baran dan jasa.

g. Reproduksi : kemampuan dalam kaitanya dengan proses
kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisai.*
Tahap-tahap pemberdayaan masyarakat berdasarkan pendapat
pendapat ptoses belajar dalam pemberdayaan masayarakat akan
berlangsung secara bertahap. Tahapan-tahapan yang harus d lalui

meliputi :

1. Tahap penyadaran dan pembentukan prilaku menuju
prilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan
penikatan kapasitas sendiri. Pada tahap ini pihak
pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi, supya
dapat mengfasilitasi berlangsungnya proses
pemberdayaan yang efektif . sentuahan penyadaran nakan
lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat
tentang kondisinya saat itu, dengan demikian akan dapat
berlangsung kesadaran mereka tentang perlunya
memperbaiki kondisi untuk masadepan yang lebih baik.

2. Tahap trasformasi_ kemampuan berupa wawasan
pengetahuan , kecakapan ketrampilan agar terbuka
wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga
dapat mengambil peran didalam _.pembengunan.
Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang
pengetahuan dan kecakapan ketrampilan yang.memiliki
relvansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan
tersebut. Keadaan akan mestimulasi  terjadinya
keterbukaan wawasan dan menguasai
kecakapanketrampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada
tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran
partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar
menjadi pengikut atau objek pembanunan saja, belum
mampu menjadi subjek dalam pembangunan.

* Edi Suharto, Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat, (Bandung:
Rafi Aditama, 20 10,) h.59.
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3. Tahap pengayaan/ peningkatan kemampuan intelektual,
kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif
dan kemampuan inovatif utuk mengatarkan pada
kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh
kemampuan masyarakat di dalam membetuk inisiatif,
melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi-inovasi
di dalam lingkunganya. Apabila masyarakat telah
mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara
mandiri melakukan pembangunan atau peran utama.
Pemrintah tinggal menjadi fasilitator saja.’

Hogan menggambarkan pemberdayaan yang
berkesinambungan sebagai suatu silkus yang terdiri dari empat tahap
utama yaitu:

a. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayaakan
dan tidak memberdayakan.

b. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan
penidak berdayaan

c. Mengidentifikasi proyek dan mengidentifikasi basis daya
yang bermakna

d. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan
mengimplentasikan.®

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan
masyarakat, khusus kelompok lemah yang memiliki ketidak
berdayaan; baik karena kondisi_internal (misalnya presepsi mereka
sendiri), maupun karena kondisi-eksternal (misalnya di tindas oleh
struktur sosial yang tidak adil).

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah membantu
pembanguan dari masyarakat lemah, renta, miskin, marjinal dan
kelompok wanita yang didiskriminasi atau dikesampingkan.’
Memberdayakan kelompok tersebut secara sosial ekonomi sehinga

® . Sulistlyani, A. T, Kemitraan dan model-model pemberdayaan

masyarakat. (Yogyakarta: Gava Media,2009), h.83.
Ismandi Rukminto  Adi, intervensi komunitas Pengembangan
Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2007), h. 85.
7. sulistiyani, Op.Cit, h. 79.
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mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidup mereka, namun sanggup berperan dalam pengembangan
masyarakat.

Menurut Sulistiyani mengatakan tujuan pemberdayaan adalah
untuk membentuk indifidu dan masyarakat menjadi mandiri.
Kemandirian tersebutmeliputi kemandirian berfikir, bertindak dan
mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.® Lebih lanjut
perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu
masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah suatau
kondisi yang dialami masyarakat yang di tandai oleh kemampuan
untuk meimikirkan, memtuskan serta melakukan sesuatu yang
dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang
dihadapi dengan mempergunakan daya kemapuan yang terdiri atas
kemampuan kognitif. Afektif dan psikomotorik dengan pengarahan
sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat
tersebut.

Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada
pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif
pada hakikatnya merupakan kemapuan berfikr yang dilanadasi oleh
pengetahuan dan wawasan seseorang atau masyarakat - dalam
rangka.mencapai soslusi atau permasalahan yang dihadapi.kondisi
kognitif “merupakan suatu sikap prilaku masyarakat..yang
diarahakan pada prilaku sesitif terhadap nilai-nilai pembangunan
dan pemberdayan. Kondisi afektif adalah<merupakan sense yang
dimikiki oleh masyarakat yang diharpkan dapat diintervensi untuk
mencapai keberdayaan dalam sikap dan prilaku. Kemampuan
psikomotorik merupakan kecakapan ktrampilan yang dimiliki
masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka
melakukan aktifitas pembangunan.

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia
untuk mencapaikemakmuran dalam memenuhi kebutuhanya, dalam
melakukan segala aktivitas, pada umumnya masyarakat dihadapkan
pada tiga masalah pokok perekonomian yaitu barang apa yang

8 Ibid, h. 80



26

diproduksi, bagai mana cara memproduksinya dan untuk siapa
barang tersebut diproduksi.

Untuk itulah krgiatan ekonomi dalam suatu masyarakat
dikelompokan dalam tiga kegiatan utama yaitu kegiatan produksi,
kegiatan distribusi dan kegiatan konsumsi.” Pemberdayaan
ekonomi adalah upaya untuk mendorong, memotifasi dan
membangkitkan kesadaran masyarakat akan adanya potensi yang
dimilikinya serta upaya untuk mengembangkannya, artinya upaya
mendorong percepatan perubahan struktur ekonomi rakyat
sehingga memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam
perekonomian nasional.”® Prubahan struktur ini meliputi proses
perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi moderen, dari
ekonomi lemah ke ekonomi yang lebih tangguh.

Pemberdayaan  ekonomi  adalah  bentuk intervensi
(mempengaruhi) masyrakat yang digunakan untuk mengandalkan
perubahan-perubahan pada tingkat kesejahteraan di bidang
ekonomi dengan berbagai cara dan pertimbangan yang disesuaikan
dengan kemampuan kelompokyang bersangkutan seperti kodisi
suberdaya alam, yang. tersedia dan kemapuan sumber daya
manusyanya.

Pemberdayaan ekonomi adalah-penguatan.masyarakat untuk
dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang
mempengaruhismasa depanya; pengutan-masyarakat untuk dapat
memperoleh faktor-faktor produksi dan penguatan masyarakat
untuk memperoleh informasi pengetahuan dan ketrampilan , yang
harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarkatnya
sendiri maupun aspek kebijakanya.**

®  Bintara. A, Ringkasan Ekonomi , (Badung : Ganecca Exacta, 1985), h.6.
10 Gunawan Sumodiningrat, Pemberdayaan Masyarakat dan JPS, (Jakarta :

Pustaka Utama, 1999), h. 67-68

11 Onny S. Prijono dan A.M.W. Panaka, Mengenai Pemberdsyaan :Konsep,

Kebijakan dan implementasi, (Jakarta: CSIS , 1996), h.48.
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3. Konsep Pemberdayaan Ekonomi

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembengunan
masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi,
jaringan kerja, dan kedilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakan
pada kekuatan tingkat indifidu dansosial. Partisipasi merupakan
komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses
pemberdayaan.*?

Menurut Pain sebagai mana yang dikutip oleh Isbandi
Rukminto Adi mengemukakan bahwa suatu pemberdayaan
(empowerment) pada intinya, ditunjukan guna membatu Kkilien
memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menetukan
yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk
mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan
tindakan.™

Konsep pemberayaan ekonomi secara ringkas dapat
dikemukakn sebagai berikut:

a. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang
diselegarakan oleh rakyat yang berakar pada potensi dan
kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda
perekonomian mereka sendiri.

b. “Pemberdayaan ekonomi, rakyat adalah usaha untuk
menjadikan ekoomi‘yang kuat,besar, moderen, dan berdaya
saing tinggi dalam mekanisme pasar yang- benar. Karena
kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala
strukturaly™maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus
dilakukan melalui perubahan struktural.

c. Prubahan struktural yang dimaksut adalah perubahan dari
ekonomi tradisional ke ekonomi moderen, dari ekonomi
lemah ke ekonomi kuat,dari ekonomi subsiten ke ekonomi
pasar, dari ketergantungan ke kemandirian.

d. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan
peningkatan  produktifitas, memberikan kesempatan
berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan
modal sebagai setimulan, tetapi harus dijamin adanya

2 Anwar, Menajemen Pemberdayan Perempuan (Bandung: Alfabeta,
2007), h.3.
13 Isbandi Rukminto Adi
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kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju
dengan yang masih lemah dan belum berkembang.

e. Kebijakanya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah:

pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset
produksi (khususnya modal), memperkuat posisi transaksi
dan kemitraan usaha ekonomi rakyat , agar pelaku
ekonomi rakyat bukan sekedar price taker, pelayanan
pendidikan  dan kesehatan, penguatan industri kecil,
mendorong munculnya wira usaha baru , dan pemerataan
spasial

Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup:
peningkatan akses bantuan modal usaha, peningkatan akses
pengembangan SDM, dan peningkatan akses kesarana dan
prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi
masyarakat lokal.*

4. Strategi Dan Prinsip Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam pembangunan atau pemberdayaan ekonimi diwilayah

perkotaan dan pedesaan, terdapat empat strategi pemberdayan
ekonomi yaitu :

1) Strategi Pertumbuhan

Strategi pertumbuhan umumnya dimaksukan untuk
mencapai peningkatan secar cepat dalamsnilai ekonomis
melalui peningkatan pendapatan perkapita, produksi dan
produktifitas sektor pertanian, permodalan, kesempatan kerja
dan peningkatan kemapuan partisipasi masyarakat.
2) Strategi kesejahteraan

Strategi kesejahteraan bertujuan untuk memperbaiki
taraf hidup atau kesejahteran penduduk melalui pelayanan dan
peningkatan program-program pembangunan soscial yang
bersekla besar dan nasional. Seperti perbaiakan pemukinan
penduduk, dan pembangunan fasilitas trasportasi.
3) Strategi Responsif Terhadap Kebutuhan Masyarakat

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi
kesejahteraan yang dimaksutkan utuk menanggapi kebutuhan-

% Onny. S. Prijono, Op.Cit, h.52.
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kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang dirumuskan
oleh masyarakat sendiri mungkin saja dengan bantuan pihak
luar untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan
tegnologi dan sumberdaya yang dibutuhkan wilayah pedesaan
dan perkotaan.
4) Strategi Terpadu Dan Menyeluruh

Strategi terpadu dan menyeluruh tujuan utamanya
adalah pertumbuhan, persaman, kesejahteraan dan partisipasi
aktif masyarakat. Sasaran strategi ini adalah membangun dan
memperkuat kemampuan untuk melaksanakn pembangunan
bersama pemerintah.*

Menurut Nanih Machendrawati dan Agus Ahmad Syafei
salaha satu persoalan serius yang dihadapi bangsa ini adalah
tingkat kesenjangan ekonomi yang terlampau lebar tingkat
kemiskinan yang terlmpau menakutkan.

Dengan demikian gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat
perlu diarahkan untuk mendorong terjadinya kesejahteraan
rakyat. Maka pilihan kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat
hendaknya dilaksnakan dalam beberapa langkah strategis
berikut:

1) Pemberian akses yang lebih‘besar kepda aset produksi

yaitu sumber dana yang melimpah upaya penguatan

modal usaha.

2) Memperkuat posisi trasaksi dan kemitraan usaha

ekonomi<rakyat dengan membangun" kebersanmaan dan

kesetiakawaan agar timbul rasapecaya diri dan harga diri
dalam menghadapi era keterbukaan ekonomi

3) Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan

dalam upaya menciptakan sumberdaya manusia yang kuat

dan tangguh.

4) Kebijakan ketenaga kerjaan yang mendorong tenaga

kerja yang trampil, menguasai ketrampilan dan keahlian

hidup, serta tenaga kerja mandiri dengan bekal keahlian
wirausaha.

5 Raharjo Adisasmita, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan,

(Yogyakarta: Grha llmu 2006), h.21-22
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5) Pemerataan pembangunan antar daerah agar rakyat
mudah mengakses bantuan modal usaha dan banyaknya
pelatihan ketenaga kerjaan. Dengan demikian, inti
pembrdayaan ekonomi kerakyatan tidak lain adalah
mensejahteraan masyarakat dalam dimensi lahir dan
batin.®
Jim Ife mengungkapakan ada 22 prinsip pembangunan
masyarakat (ekonomi dan sosial) yai itu pembangunan terpadu dan
seimbang, konfrontasi terhadap petimpangn struktural, menjujung
tinggi hakasai manusia, keberlanjutan, partisipasi masyarakat,
pemberdayan, kemandirian, pembangunan personal dan politik,
kepemilikan komunitas independen dari negara, tujuan dekat (antra)
dan visi akhir jangka panjang, pembanguna orhanis, tahapan
pembngunan, bebas dari tekanan luar, proses dan hasil , integritas
proses, anti kekerasan, inklusip, kosensus, keoprasi dan
mendefenisikan kebutuhan*’

B. Lembaga Ekonomi Masyarakat
1. Pengertian Lembaga Ekonomi

Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang...berperan
dalam bidang perekonomian, lembaga ini berfungsi untuk
menjaga kebutuhan “masyarakat supaya dapat terpenuhi dan
berkelanjutan.

Lembaga ekonomi ialah pranata yang mempunyai kegiatan
bidang ekonomi demi terpenuhinya wkebutuhan masyarakat.
Perdagangan ‘mulai lahir ketika orang mulai menginginkan hasil
produksi orang lain. Lambat laun proses pertukaran memilih
standar tertentu, diatur, dan diperkirakan sehingga dianggap perlu
dikembangkan. Lembaga ekonomi lahir pada saat orang mulai
melakukan barter secara rutin, membagi-bagi tugas, dan mengakui
adanya tuntutan seseorang terhadap orang lain. Atas dasar tersebut
pula, suatu lembaga ekonomi tidak dapat terlepas dari tiga pokok

16 Nanih Mahendrawati dan Agus Ahmad Syafei, Pembangunan
Masyarakat Islam, (Bandung: Raja Rosada Karya, 2001), h.70-71

Y7 Suparjan Hempri Suyatno, Pembangunan Masyrakat Dari Pembangunan
Sampai Pemberdayaan, (Yogyakarta: AdtyaMedia, 2003), h.36-42.
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dalam bidang ekonomi yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan
konsumsi.

Fungsi lembaga ekonomi secara umum adalah untuk
mengatur hubungan antar pelaku ekonomi dan meningkatkan
produktivitas ekonomi semaksimal mungkin sehingga orang dapat
memenuhi kebutuhannya.'®

Pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat.
Pengembangan ekonomi masyarakat merupakan fasilitas penting
dalam kontek pembangunan ekonomi. Dalam rangaian
kegiatanya, Fsilitas ini mengarah kepada pembuatan aturan main
lembaga ekonomi masyarakat, formalisasi lembaga ekonomi
masyarakat, pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas
manejemen dan teknis kepada masyarakat maupun kepada
lembaga ekonomi msyarakat, pembentukan jaringan kerja dengan
lembaga ekonomi lain, pemanfaatan akses sumber daya ekonomi
dalam rangka kemitraan, dan pembukaan akses terhadap
pengambilan kebijakan.

Salah satu upaya yang kini dapat di tempuh oleh lembaga/
organisasi adalah menciptakan peluang usaha dan mendorong
tumbuhnya semnagat wirausaha di kalangan masyarakat, terutama
masyarakat kecil.kegiatan kewirausahaan ini memiliki porensi
yang besar, karena mampu'membangun perekonomian masyarakat
yang mandiri, mampu.menciptakan lapangan kerja baru, dan pada
akhirnya diharapkan .akan mampu menciptakan kesejahteraan
hidup dan pemerataan pembangunan perekonomian secara merata.
Sebenarnya upaya pengembangan kewira usahan ini sudah
digaungkan dalam GBHN 1993, pada angka 8, butir f, yang
menyebutkan bahwa “pembinaan ekonomi rakyat diutamakan
pada pengembangan kewirausahaan, penyediaan sarana dan
prasarana, fasilitas pendidikan dan pelatihan, pembiayaan dan
penyuluhan, serta permodalan,”. Kebijaksanaan yang menekankan
petingya  pengembangan  kewirausahan  didasrkan  pada
kepeduliaan dan pengakuan tinggi, dan pemerintah jugak yakin
bahwa pembagunan dan pemberdayaan kegiatan  ekonomi

18 Horton  dan Hunt  diterjemah  oleh  Aminudin

Ram, Sosiologi (Jakarta:1999), h. 372
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masyarakat sangat potensial dikembangkan untuk menopang
perekonomian nasional.*

Berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi umat, Musa
Asy’arie mengatakan bahwa “Instusi — instusi keagamaan perlu
mendorong, dan kalu mungkin memberikan kesempatan kepada
pemeluknya, supaya berlatih dan mempersiapkan diriya untuk
memilih peluang menjadi wirausahawan”. %

Cabang ekonomi adalah lembega-lembaga yang berkisar pada
lapangan produksi, distribusi, konsumsi (pemakaian) barnag-
barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup
masyarakat.

Setiap masyarakat akan menyusun pola pemenuhan kebutuhan
ekonominya yang disebut konsumsi atau  pengeluran
pendapatanya berupa maknan, pakaian, perumahan yang harus
tersedia agar mereka dapat bertahan hidup. Setiap pemenuhan
kebutuhan tidak selamnya dapat dihasilkan oleh masyrakat itu
sendiri, adakalnya memerlukan kelompok masyarakat lain.*

2. Tujuan dan fungsi lembaga ekonomi
Secara umum, yang hendak dicapai lembaga ekonomi-adalah
terpenuhinya - kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup
masyarakat. Pada prinsipnya, fungsi lembgaekonomi ntralain
sebagai berikut.

a. - Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan.
Memberi pedoman untuk melakukan pertukaran/barter
Memberi pedomanitentang harga jual beli barang.
Memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja.
Memberi pedoman tentang cara pengupahan.

Memberi pedoman tentang cara pemutusan hubngan
kerja
g. Meberi identitas diri bagi masyarakat.

- o 00D

1 Muhammad Ramadhan, Politik Ekonomi Islam Dalam Narasi

Pembagunan , (Yogyakarta, LKIS: 2018), h. 97

O Musa Asy’ari, Etos Kerja Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat,
(Yogyakarta : Lesfi, 1997), h.141

2 Bagja Waluya Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat, (Bandung:
PT Setia Purna Inves, 2007 ), h. 44
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3. Struktur lembaga ekonomi
secara sederhana, lembaga ekonomi dapat diklarifikasi
sebagai berikut:

a. Sektor agraris meliputi kegiatan pertanian, seperti
sawah, perdagangan, perikanan, dan peternakan. Sektor
agrais pada dasrnya dapat digolongkan melaui tahap —
tahap dari yang sederhana, trasisi, dan moderen sejalan
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

b. Sektor industri ditandai dengan kegitan produksi barang
. sektor ini membutuhkan lembaga ekonomi yang
semakin kompleks bagaikan bagian- bagian yang slaing
berhubungan dan saling bergantung satu sistem
sehingga tatanan ekonomi berkembng, seperti cara
rekrutmen atau pengambilan tenaga Kkerja, cara
pengupahan produksi masal, evektifitas, secara efisien
kerja dan pengolahanya.

c. Sektor perdagangan merupakan aktifitas penyaluran
barang dari produsen ke konsumen.?

C. Dasar Kebijakan Pemerintah Tentang BUMDes

1. Kedudukan BUMDes

Desa memiliki berbagai potensi baik itu kekayaan sumber
daya alamy-adat istiadat masyarakat, dan sumber daya.manusia
yang harus dimobilisasi oleh pemerintah demi, tercapainya
kesejahteraan masyarakat.

Menurut UU No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menjelaskan
bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, Kkepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.?.

2 Kun Maryati dan Juju Suryawati Sosiologi (Bandung: PT Setia Purna
Inves, 2007)H.81
% UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa
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Definisi BUMDes menurut Maryunani, adalah lembaga usaha
desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa
dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun
kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan
kebutuhan dan potensi desa.?*

Badan Usaha Milik desa (BUMDes) merupakan sebuah
lembaga yang dibentuk dan dirikan oleh pemerintah desa yang
kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh
pemerintah desa dan masyarakat.”> BUMDes merupakan pilar
perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial
(social institution) dan komersial (commercial institution) yang
berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari
keuntungan. Selain itu Ibrahim mengungkapkan bahwa Badan
Usaha Milik Desa merupakan suatu bentuk usaha yang
dilakukan oleh suatu desa untuk menghasilkan suatu produksi
yang dapat meningkatkan keuangan desa.?

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa
mengamanahkan dalam Pasal 87 bahwa pemerintah desa dapat
mendirikan sBUMDes. BUMDes harus dibangun dengan
semangat . kekeluargaan' . dan  kegotongroyongan = serta
menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum
untuk kesejahteraan bagi masyarakat desa=*BUMDes dibentuk
melalui.__musyawarah desa sebagai. bahan pengkajian dan
pengambilan keputusan terhadap hal yang dianggap penting dan
strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, diketahui
bahwa BUMDes adalah usaha Desa yang dibentuk atau didirikan oleh

2% Maryunani, Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa,

(Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), h. 35 58 Ibid, h. 36

% Ibid, h. 36
% sutoro Eko, dkk. 2015. Modul Pelatihan Pratugas Pendampingan Desa:

Implementasi  Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
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pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya
dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.”’

Berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri
diatas, dapat kita simpulkan bahwa keberadaan BUMDes harus ada di
setiap desa yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat untuk
mengelola potensi desa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat
desa dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
BUMDes. Keberadaaan BUMDes di era otononi daerah pada awalnya
tertuang dalam Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan desa
salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi: 1) hasil
usaha desa; 2) hasil kekayaan desa; 3) hasil swadaya dan partisipasi;
4) hasil gotong royong; dan 5) lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
Penjelasan Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan
potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara
lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan
pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman.?

D. Fungsi dan tujuan BUMDes
Tujuan pembentukan BUMDes yaitu:

a.-Menghindarkan anggota masyarakat Desa dari pengaruh
pemberian pinjaman uang dengan bunga tinggl yang
merugikan‘masyarakat.

b. Meningkatkan peranan masyarakat.Desa dalam mengelola
sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

c. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong
royong masyarakat, gemar menabung secara tertib,
teratur, dan berkelanjutan.

d. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan
ekonomi masyarakat Desa.

e. Mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk
dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di Desa.

27 :
. lbid. h. 4
2 pyrnomo. 2004. Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Masyarakat
Desa, Makalah, BPMPD, Lombok Timur.h. 17-18
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f. Meningkatkan  kreativitas  berwirausaha  anggota
masyarakat Desa yang berpenghasilan rendah.?

Pengelolaan dan pendirian BUMDes merupakan salah satu
upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang wujudnya sebagai
lembaga ekonomi yang produktif sehingga pengelolaan badan
usahanya berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri.
Pendirian BUMDes sebagai salah satu sumber pendapatan asli
desa dan membawa manfaat tersendiri bagi desa yang
mendirikannya. ¥

E. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berikut langkah-langkah pelembagaan BUMDes secara
partisipatif yang bertujuan agar agenda pendirian BUMDes
benar-benar dengan denyut nadi usaha ekonomi Desa dan
demokratisasi Desa
a. Sosialisasi tentang BUMDes, inisiatif sosialisasi kepada

masyarakat Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa,

BPD, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) baik

secara langsung maupun bekerjasama dengan Pendamping

Desa yangrberkedudukan di Kecamatan, Pendamping Teknis

yang berkedudukan di Kabupaten maupun Pendamping Pihak

Ketiga (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan

atau perusahaan).

b. PRelaksanaan Musyawarah Desa,.secara praktikal Musyawarah
Desa diselenggarakan« oleh"BPD yang difasilitasi oleh
Pemerintah Desa. Salah satu tahapan dalam Musyawarah
Desa yang penting adalah Rencana  Pemetaan
Aspirasi/Kebutuhan Masyarakat tentang BUMDes oleh BPD.
Anggota BPD dapat bekerjasama dengan para Pendamping
untuk melakukan Kajian Kelayakan Usaha pada tingkat
sederhana yakni:

1) Menemukan potensi Desa yang dapat dikembangkan
melalui pengelolaan usaha/bisnis.

% Muhammad Yasin, dkk., Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Tentang Desa., hal. 410

% Undang-Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 tentang Desa
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Mengenali kebutuhan sebagian besar warga Desa dan
masyarakat luar Desa.

Merumuskan bersama dengan warga Desa untuk
menentukan rancangan alternatif tentang unit usaha
dan klasifikasi jenis usaha. Unit usaha yang diajukan
dapat berbadan hukum (PT atau LKM) maupun tidak
berbadan hukum.

Klasifikasi jenis usaha pada lokasi Desa yang baru
memulai usaha ekonomi Desa secara kolektif,
disarankan untuk merancang alternatif unit usaha
BUMDes dengan tipe pelayanan (serving) atau bisnis
sosial (social business) dan bisnis penyewaan
(renting). Kedua tipe unit usaha BUMDes ini relatif
minim laba namun minim resiko kerugian bagi
BUMDes.

Organisasi pengelola BUMDes termasuk didalamnya
susunan kepengurusan (struktur organisasi dan nama
pengurus).

Modal usaha BUMDes. Modal awal BUMDes
bersumber dari APB Desa. Modal BUMDes terdiri
atas penyertaan modal Desa dan penyertaan modal
masyarakat Desa.

Pokok bahasan opsional tentang rencana investasi
Desa yang dilakukan oleh pihak luar dan nantinya
dapat'dikelola'oleh BUMDes.

Pokok bahasan™opsional” tentang rencana investasi
Desa yang dilakukan oleh pihak luar dan nantinya
dapat dikelola oleh BUMDes

c. Penetapan Perdes tentang Pendirian BUMDes
(lampiran: AD/ART sebagai bagian tak-terpisahkan dari
Perdes).®

31 Anom Surya Putra, Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha
Kolektif Desa., hal. 28-35
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F.

BUMDes Sebagai Lembaga Pemberdayaan

BUMDes menjadi hak desa untuk memanfaatkan aturan UU
Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Desa
untuk melakukan inovasi dalam pembangunan Desa, terutama
dalam hal peningkatan perekonomian Desa dan kesejahteraan bagi
masyarakat Desa. BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak
ekonomi Desa masyarakat yang dikelola secara baik dan
professional. Keberadaan BUMDes menjadi harapan masyarakat
Desa untuk meningkatkan ekonomi Desa melalui pengelolaan
keuangan Desa yang di dasarkan pada Anggaran Pembangunan
dan Belanja Desa (APBDes).

Pembangunan Desa sesuai dengan pasal 78 bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup
manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menanggulangi
kemisikinan, sarana prasarana, pengembangan potensi lokal dan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan. Pembangunan desa berkelanjutan menjadi titik
sentral dalam pembangunan desa, pelaksanaan MEA (Masyarakat
Ekonomi ASEAN) menjadi tantangan pemerintah desa dalam
melakukan berbagai inovasi pembangunan

Pendampingan, terhadap masyarakat Desa penting dilakukan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2014
tentang.Desa pasal 28 ayat (1) menjelaskan bahwa pendampingan
secara berjenjang harus terus dilakukan sesuai
dengan kebutuhan.*

Pendampingan berjenjang artinya bahwa pendampingan
dilakukan secara terus menerus sesuai dengan harapan yang
diinginkan  oleh  masyarakat. = Pendampingan terhadap
pemberdayaan masyarakat dilakukan secara berjenjang dengan
tetap memperhatikan aspek kemandirian masyarakat. Masyarakat
yang mandiri mempunyai peran strategis dalam pembangunan
Desa yang berkelanjutan. Dari pemberdayaan masyarakat akan
menghasilkan sumber daya yang potensial dan professional yang
dapat dijadikan sebagai pondasi dasar dalam pembangunan Desa
yang berkelanjutan.

%2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Desa
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Pada prinsipnya, pendirian BUM Desa merupakan salah satu
pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa. Maka strategi
pengembangan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa antara
lain.*

1. Menumbuh kembangkan perekonomian desa.

2. Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa.

3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan
jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa. Artinya
sebagi alternatif masyarakat khususnya yang kurang mampu
untuk berwira usaha agar menjadi mandiri.

4. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa.

% Purnomo. 2004. Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Masyarakat
Desa, Makalah, BPMPD, Lombok Timur.h. 17-18
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